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P U T U S A N
Nomor 3336/Pdt.G/2024/PA.Ckr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan  Agama  Cikarang  yang  memeriksa  dan  mengadili  perkara

tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan

sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh:

Penggugat,  tempat dan tanggal  lahir  Jakarta 08 September 1977,  umur 47 tahun,

agama Islam, pendidikan D3, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat

tinggal di ALAMAT, sebagai Penggugat;

melawan

Tergugat, NIK , tempat dan tanggal lahir Bekasi 12 April 1978, umur 46 tahun, agama

Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Pegawai Swasta, tempat tinggal

ALAMAT, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

Telah memeriksa bukti surat dan saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan Cerai Gugat pada tanggal

23  Oktober  2024  yang  telah  terdaftar  di  Kepaniteraan  Pengadilan  Agama

Cikarang  pada  tanggal  yang  sama  tercatat  dalam  register  perkara  Nomor

3336/Pdt.G/2024/PA.Ckr tanggal 24 Oktober 2024, telah mengemukakan hal-

hal sebagai berikut:

1. Bahwa  pada  tanggal  29  Agustus  2014,  Penggugat  dengan  Tergugat

melangsungkan  pernikahan  di  Wilayah  Hukum  Kantor  Urusan  Agama

Kecamatan Cikarang Barat, Kabupaten Bekasi, dan telah dicatatkan oleh

Pegawai  Pencatat  Nikah  berdasarkan  Buku  Kutipan  Akta  Nikah  Nomor:

734/121/VIII/2014, tertanggal 29 Agustus 2014;  

2.  Bahwa saat pernikahan Penggugat berstatus perawan sedangkan Tergugat

berstatus perjaka;
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3.  Bahwa setelah pernikahan Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal

bersama terakhir Perumahan GMM Blok G8 No.22, Desa Lubang Buaya,

Kecamatan Setu, Kabupaten Bekasi;  

4.   Bahwa  Penggugat  dengan  Tergugat  telah  berhubungan  sebagaimana

layaknya suami isteri (ba'da dukhul), namun belum dikaruniai seorang anak;

5. Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis bahagia,

namun sejak bulan  Mei 2020  kondisi rumah tangga mulai tidak harmonis

antara  Penggugat  dengan  Tergugat  sering  terjadi  perselisihan  dan

pertengkaran yang disebabkan karena:

5.1.  Tergugat kurang terbuka terkait hasil  nafkah dan masalah keuangan

rumah tangga;

5.2. Tergugat  kurang  bertanggung  jawab  terkait  pemberian  nafkah  lahir

dan bathin;

6.  Bahwa puncak tidak  harmonisan antara  Penggugat  dan Tergugat  terjadi

pada  sekitar  bulan  Juni  2023  Penggugat  dan  Tergugat  sudah  berpisah

tempat tinggal yakni Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan sejak itu

sudah tidak ada lagi hubungan suami istri 1 tahun 4 bulan lamanya;  

7.  Bahwa  atas  permasalahan  tersebut  di  atas,  rumah  tangga  antara

Penggugat  dan  Tergugat  sudah  tidak  dapat  dibina  lagi  dengan  baik,

sehingga  rumah  tangga  yang  sakinah,  mawaddah,  dan  rahmah  tidak

tercapai,  dan  oleh  kerena  itu  untuk  menghindari  permasalahan  rumah

tangga  antara  Penggugat  dengan  Tergugat  yang  tidak  kunjung  selesai,

maka jalan yang sangat maslahat adalah dengan perceraian dimana atas

hal tersebut telah dibicarakan dengan keluarga;  

8.  Bahwa  gugatan  Penggugat  tersebut  telah  memenuhi  syarat  sesuai

ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo.

Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;  

9.  Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya Perkara;

Bahwa berdasarkan hal-hal dan alasan tersebut di atas, maka gugatan cerai

Penggugat ini telah sesuai dan memenuhi ketentuan hukum dan mempunyai

alasan-alasan yang cukup. Maka oleh karenanya Penggugat memohon kepada

Ketua  Pengadilan  Agama  Cikarang  Cq.  Majelis  Hakim  berkenan  membuka
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persidangan  untuk  memeriksa  dan  mengadili  perkara  ini  dan  berkenan

menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;  

2.  Menjatuhkan  talak  satu  bain  shugra  Tergugat  (Tg)  terhadap  Penggugat

(Pg);  

3.  Membebankan biaya perkara menurut hukum;  

Apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan

Tergugat telah menghadap sendiri ke persidangan;

Bahwa  Majelis  Hakim  telah  berusaha  menasihati  Penggugat  agar

bersabar dan mengurungkan niatnya untuk bercerai dari Tergugat, akan tetapi

tidak berhasil, kemudian upaya perdamaian dilanjutkan dengan mediasi, namun

mediasi tidak terlaksana;

Bahwa  pada  persidangan-persidangan  berikutnya  dengan  agenda

perdamaian, Penggugat tidak lagi datang menghadap di persidangan atau tidak

pula  mengirimkan  orang  lain  sebagai  wakil/  kuasanya,  meskipun  telah

diperintahkan untuk hadir dan telah dipanggil secara resmi dan patut, sedang

tidak ternyata ketidakhadiran Penggugat tersebut beralasan hukum;

Bahwa untuk mempersingkat  uraian putusan ini  cukup ditunjuk  kepada

hal-hal  sebagaimana  yang  tercantum dalam berita  acara  sidang  perkara  ini

yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang,  bahwa  maksud  dan  tujuan  gugatan  Penggugat  adalah

sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang,  bahwa  berdasarkan  posita  gugatan  Penggugat,  Majelis

Hakim  dapat  menyimpulkan  bahwa  perkara  tersebut  mengenai  sengketa

perkawinan  yang  menjadi  wewenang  Peradilan  Agama  sebagaimana  yang

tercantum dalam Pasal 49 Undang-Undang 7 Tahun 1989 tentang Peradilan

Agama dan Penggugat telah mendalilkan mengenai tempat domisili Penggugat

yang berada di wilayah hukum Pengadilan Agama Cikarang, maka berdasarkan

ketentuan Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan

Agama,  Pengadilan  Agama  Cikarang  berwenang  menerima,  memeriksa,
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mengadili dan memutus gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh sebab antara Penggugat dan Tergugat terdapat

hubungan perkawinan sebagai suami istri yang belum pernah putus (bercerai),

maka dapat dinyatakan keduanya memiliki kepentingan hukum untuk bertindak

sebagai  pihak dalam perkara ini  (persona standi  in  judicio) dan mempunyai

kualitas  untuk  mengajukan  tuntutan  dalam  sengketa  bidang  perkawinan,

sebagaimana  diatur  dalam Pasal  14  Peraturan  Pemerintah  Nomor  9  Tahun

1975  tentang  Pelaksanaan  Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  1974  tentang

Perkawinan  jo. Pasal  73 Undang-Undang  Nomor  7  Tahun  1989  tentang

Peradilan Agama;

Menimbang,  bahwa  pada  hari  dan  tanggal  persidangan  yang  telah

ditetapkan  Penggugat  dan  Tergugat telah  dipanggil  untuk  menghadap  ke

persidangan, panggilan tersebut dinilai oleh Majelis Hakim telah dilaksanakan

oleh petugas yang cakap dan dilakukan secara resmi serta patut sesuai dengan

ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan

Agama jo. Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 138

Kompilasi Hukum Islam, atas panggilan tersebut kedua belah pihak berperkara

telah hadir secara pribadi (in person) di persidangan; 

Menimbang,  berdasarkan  Pasal  39  ayat  (1)  Undang-Undang  Nomor  1

Tahun 1974 jo. Pasal 65 dan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989

tentang Peradilan Agama  jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun

1975 serta Pasal  143 ayat  (1)  Kompilasi  Hukum Islam, Majelis Hakim telah

berusaha mendamaikan dengan cara menasihati Penggugat supaya bersabar

dan berupaya supaya rukun kembali dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa ternyata pada persidangan-persidangan berikutnya,

Penggugat  tidak  lagi  datang  menghadap  di  persidangan  atau  tidak  pula

mengirimkan orang lain sebagai wakil/ kuasanya, meskipun telah diperintahkan

untuk hadir dan telah dipanggil secara resmi dan patut, sedang tidak ternyata

ketidakhadiran Penggugat tersebut beralasan hukum, oleh karena itu Majelis

Hakim  berpendapat  bahwa  Penggugat  telah  tidak  bersungguh-sungguh

berperkara,  sehingga  cukup  alasan  untuk  menyatakan  bahwa  gugatan

Penggugat tidak dapat diterima;
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Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai

dengan ketentuan Pasal  89  ayat  (1)  Undang-Undang Nomor  7  Tahun 1989

tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat,  segala  peraturan  perundang-undangan  yang  berlaku  dan

hukum lain yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan bahwa gugatan Penggugat tidak dapat diterima;  

2. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp273.000,- (dua

ratus tujuh puluh tiga ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan  dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan

Agama  Cikarang  pada  hari  Selasa tanggal  31  Desember  2024 Masehi

bertepatan dengan tanggal 29 Jumadilakhir 1446 Hijriah oleh Abdil Baril Basith,

S.Ag., SH, MH sebagai Ketua Majelis, Tirmizi, SH, MH dan Alvi Syafiatin, S.Ag.,

MH, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada

hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para

Hakim  Anggota  tersebut,  dan  didampingi  oleh  Muhamad  Hudory,  SH,  MH

sebagai Panitera Pengganti, di luar hadirnya Penggugat dan Tergugat.

Hakim Anggota, Ketua Majelis,
  

Tirmizi, SH, MH Abdil Baril Basith, S.Ag., SH, MH
Hakim Anggota,

 

Alvi Syafiatin, S.Ag., MH
Panitera Pengganti,

 

Muhamad Hudory, SH, MH

Rincian biaya:

1. Biaya Pendaftaran : Rp.   30.000,-
2. Biaya ATK Perkara : Rp.   75.000,-
3. PNBP Panggilan : Rp.   20.000,-
4. Biaya Panggilan : Rp.  128.000,-
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5. Biaya Redaksi : Rp.   10.000,-
6. Biaya Meterai : Rp.   10.000,-

JUMLAH : Rp.  273.000,-
(dua ratus tujuh puluh tiga ribu rupiah)
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